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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang pernah 
mengajukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dengan dugaan 
maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Depok sehingga meminta untuk 
dilakukan kembali penyidikan, namun dinyatakan tidak dapat diperiksa karena laporan 
Pemohon telah diperiksa oleh Pengadilan sehingga bukan kewenangan ORI untuk 
memeriksa permasalahan tersebut; 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon 
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 
37/2008) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 
ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo; 

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah 
menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya dan telah menerangkan secara 
spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya 
norma yang dimohonkan pengujian, yaitu diantaranya hak untuk mendapat perlindungan 
hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan 
Pemohon tentang anggapan kerugian hak konstitusional yang di alami dengan berlakunya 
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, 
kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil 
Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, 
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam permohonan a quo; 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 
37/2008 mengandung arti Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang 
substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk 
praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladmistrasi dalam proses 
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pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki 
oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang 
diajukan dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materiil dari perkara yang diajukan. 
Batasan laporan yang diterima oleh Ombudsman hanya memeriksa dan memutus perkara 
yang diajukan dari aspek formil saja tetapi tidak termasuk aspek materiil sehingga 
menyebabkan kebuntuan hukum akibat Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat terhadap dugaan 
maladministrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk 
menerima laporan yang Pemohon laporkan; 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada 
Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk 
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; 

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 pernah diajukan 
sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018. Namun terdapat perbedaan dasar pengujian maupun 
alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017 dengan dasar 
pengujian maupun alasan konstitusional permohonan a quo, terlebih lagi Perkara Nomor 
46/PUU-XV/2017 tidak mempertimbangkan pokok permohonan, terlepas secara substansial 
permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan        
a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, 
dapat diajukan kembali; 

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, telah jelas dalam hal 
setiap warga negara yang mengalami adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh 
semua penyelenggara negara/pemerintahan maupun swasta yang menggunakan anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat 
mengajukan laporan kepada ORI sesuai peraturan perundang-undangan. Adanya 
pembatasan terhadap beberapa hal yang dilakukan oleh ORI atas laporan yang diajukan, 
Mahkamah dapat memahami bahwa pembatasan tersebut sejatinya bertujuan untuk 
menghormati kewenangan pihak/lembaga lain yang sedang atau telah melakukan proses 
pemeriksaan, khususnya badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang 
mempunyai kewenangan menyelesaikan semua sengketa, baik yang bersifat privat maupun 
publik termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelenggara negara/pemerintahan. 
Terlebih amanat Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 telah dengan tegas ditujukan untuk 
menghindari adanya tumpang tindih kewenangan, khususnya lembaga peradilan yang 
merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh setiap warga 
negara pencari keadian karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh 
penyelenggara negara/pemerintahan ataupun pihak lain. Dengan kata lain, di samping 
memberikan kesempatan kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang menyelesaikan 
sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku, juga untuk menghindari adanya tindakan 
mencampuri urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pihak pengadilan, 
terkecuali ditemukan adanya maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. 
Dengan demikian, rumusan norma pasal a quo tidak hanya telah memenuhi rasa keadilan 
bagi para pihak pencari keadilan, tetapi sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi 
pelapor dan terlapor. 

 Bahwa selanjutnya penting ditegaskan, mengenai permasalahan yang diajukan 
Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan permohonan a quo, di mana ketentuan norma 
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 khususnya pada frasa “proses pemeriksaan di 
pengadilan” dimaknai dengan diperluas atau ditambahkan frasa “dan/atau menyangkut 
tindakan Maladminstrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan”. Terhadap hal 
tersebut Mahkamah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah 
sebagai hal yang berlebihan, sebab secara a contrario hal tersebut tanpa dimohonkan oleh 
Pemohon sesungguhnya adanya tindakan maladminstrasi pada tingkat penyelidikan 
dan/atau penyidikan sudah termaktub dari bagian tindakan penyelenggara 
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negara/pemerintahan yang apabila melakukan maladministrasi dapat dilaporkan kepada ORI 
[vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008]. Oleh karena itu, apabila keinginan Pemohon 
tersebut diakomodir maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup objek pihak 
yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila diduga telah melakukan maladministrasi, 
termasuk dalam hal ini hilangnya penyelidik dan penyidik untuk menjadi salah satu subjek 
hukum yang dapat dilaporkan kepada ORI apabila dikecualikan dari rumpun penyelenggara 
negara/pemerintahan. Di samping alasan tersebut, memasukkan perbuatan maladministrasi 
yang dilakukan penyelidik dan penyidik menjadi bagian dari pengecualian pada Pasal 36 
ayat (1) huruf b UU 37/2008 juga akan menjadikan adanya ambiguitas terhadap laporan 
yang dapat menjadi pilihan bagi calon pelapor yang diakibatkan adanya 2 (dua) norma yaitu 
ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 
37/2008, yang sesungguhnya saling bertentangan dan mempunyai sifat yang berbeda, di 
mana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 UU 37/2008 adalah mengatur berkenaan 
dengan kewenangan ORI untuk menerima setiap laporan, sementara ketentuan Pasal 36 
ayat (1) huruf b UU 37/2008 mengatur kewenangan ORI untuk dapat menolak laporan. Oleh 
karenanya telah jelas apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, 
maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekedar mengakomodir 
kasus konkret yang dialami Pemohon yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan 
inkonstitusionalitas norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, juga akan menimbulkan 
persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal a quo; 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, mengenai permasalahan 
konstitusional Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 berkenaan dengan kewenangan ORI 
terhadap laporan adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan 
demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. 

 

 

 

 
 


